
  
 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 36 TAHUN 2024  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :   a. bahwa pelaksanaan tugas Bupati dapat dilaksanakan oleh Wakil 

Bupati dalam hal Bupati berhalangan sementara dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati 

yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu memberikan tambahan biaya operasional kepada 

Wakil Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi 

pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil 

Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 108 tahun 2022 tentang 

Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

Sidoarjo; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950               

Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16              

Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  Peraturan  



Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita  Negara  

Republik   Indonesia   Tahun   2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah 

(Berita    Negara    Republik     Indonesia     Tahun     2020 

Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D); 

13. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 

Nomor 108); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 108    

TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG 

OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO. 

 

Pasal I    

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang 

Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Sidoarjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 108), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3a), dan ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

Sidoarjo dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo. 

(2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan 

Wakil Bupati Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima 

puluh miliar) diberikan sebesar 0,15% (nol koma lima 

belas Persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD 

Kabupaten Sidoarjo. 

(3a) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 

Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan. 

(3) Pelaksanaan Penganggaran Biaya Penunjang  

Operasional  dilaksanakan oleh Bagian yang menangani 

pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut: 



 

Pasal 4 

(1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional 

sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 3 sebesar 65 % 

(enam puluh lima persen) oleh Bupati dan sebesar 35% 

(tiga puluh lima persen) oleh Wakil Bupati Sidoarjo. 

(2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana ayat (1) 

dipergunakan untuk: 
a. koordinasi,  
b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,  
c. pengamanan, dan  
d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung 

pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. 
(3) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi kegiatan kenegaraan, promosi, 

protokoler lainnya dan kebutuhan yang bersifat sosial 

dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan 

untuk acara keagamaan, organisasi, dan kegiatan 

sosial lainnya. 
(4) Dalam hal Bupati menjalani masa tahanan atau 

berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan 

tugas dan wewenang Bupati. 
(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Bupati 

diberikan tambahan biaya penunjang operasional  

sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari Biaya 

Penunjang Operasional Bupati per bulan. 

 

3. Judul BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB V  

PENATAUSAHAAN  

 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Proses pencairan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan 

Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran 

Langsung. 

(2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan dari 

rekening pengeluaran kas daerah ke rekening Bupati dan 

Wakil Bupati. 

(3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran 

Langsung (SPP-LS); 

b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); 

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 

d. Id Billing; 

e. Tanda Terima/Kuitansi yang ditandatangani oleh Bupati 

dan Wakil Bupati. 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 29 Juli 2024  

 

      WAKIL BUPATI SIDOARJO, 

 

                                                                                             ttd 

 

 

                   SUBANDI 

 

 
 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 29 Juli 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

        ttd 

   

FENNY APRIDAWATI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 36 TAHUN 2024 


